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Kejahatan sebagai masalah kemanusiaan keberadaannya tumbuh seiring
dengan perkembangan masyarakat, sehingga dalam upaya penanggulangan
kejahatan harus dilakukan melalui sarana penal dan non penal (kebijakan
kriminal). Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang bersifat
transnasional dan terorganisir, sehingga dalam penanggulangannya diperlukan
upaya-upaya nasional dari masyarakat yang disebut dengan kebijakan kriminal.
Penulis meneliti : 1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencucian
uang dalam perspektif kebijakan kriminal? 2. Bagaimana upaya non penal dalam
penanggulangan tindak pidana pencucian uang?
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan melakukan studi bahan kepustakaan (library research) guna
mengumpulkan data sekunder. Semua data yang terkumpul diinterpretasi dengan
penafsiran hukum (gramatikal, sejarah, Undang-Undang, Sistematis dan logis).
Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
kualitatif.
Hasil penelitian Tesis ini menggambarkan bahwa TPPU dalam
perkembangan terkini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, namu masih terdapat
kelemahan-kelemahan dalam kebijakan legislasinya sehingga akan sangat
berpengaruh terhadap aplikasi dan eksekusinya.
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU, keberadaan PPATK telah memformulasikan dengan lebih
baik dari Undang-Undang Pemberantasan TPPU sebelumnya. Namu peran
PPATK dalam penaggulangan TPPU di Indonesia masih belum optimal, sehingga
masih perlu diperbaharui.
Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian  Uang, Kebijakan Legislasi, Pusat
Pelaporan Anlisis Transaksi Keuangan (PPATK)
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CRIMINAL POLICY IN MONITORING OF CRIMINAL MONEY
LAUNDERING CONNECTED WITH LAW OF NUMBER 8 YEAR 2010





Crimes as a humanitarian problem, its existence grows along   with the
development of society, so that in the effort of crime prevention must be done
through penal and non penal (criminal policy). Money laundering is one of
transnational and organized crime. so in the handling of the necessary national
efforts of the so-called criminal policy. The authors examine: 1. How is the effort
to combat money laundering crime in the perspective of criminal policy? 2. How
is the "non penal" effort in the prevention of money laundering crime?
This research uses normative juridical approach by conducting library research
(library research) to collect secondary data. All collected data is interpreted by
legal interpretation (grammatical, historical, legal, systematic and logical). The
analytical technique used in this study is qualitative analysis techniques.
The results of this thesis study illustrate that the TPPU in recent developments, the
government has issued LAW OF NUMBER 8 YEAR 2010 ON PREVENTION
AND ERADICATION THE CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING, but
there are still weaknesses in the legislation policy that will greatly affect the
application and execution. In Law no. 8/2008 on the Prevention and Eradication
of the CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING, the existence of PPATK
has formulated better than the previous Law on Elimination of TPPU. However,
the role of PPATK in the handling of TPPU in Indonesia is still not optimal, so it
still needs to be updated.
Keywords :
The Criminal Act Of Money Laundering, Legislation Policy, Financial
Transaction Analysis Reporting Center (PPATK)
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dengan penerapan devisa bebas, selain membawa pengaruh positif
seperti derasnya dana dari luar untuk ditanamkan di Indonesia namun juga
membawa implikasi negatif, yaitu tidak diusutnya asal-usul uang yang
ditanamkan tersebut, sehingga tidak diketahui apakah uang tersebut berasal
dari kegiatan ilegal atau tidak.
Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun
perusahaan dalam batas wilayah negara  manapun melintasi batas wilayah
negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud berupa drug
trafficking/sales, bribery, gambling, perdagangan gelap senjata, korupsi, white
collar crime, penyelundupan dan sebagainnya. Agar tidak mudah dilacak oleh
penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya
tidak langsung menggunakan dana dimaksud tetapi diupayakan untuk
menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana tersebut dengan cara
tradisional, misalnya melalui kasino, pacuan kuda atau memasukkan dana
tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk
menyembunyikan atau menyamarkkan asal-usul dana yang  diperoleh dari
tindak pidana dimaksud dikenal dengan istilah money laundering atau
pencucian uang.
Saat ini yang menjadi “concern” hampir semua negara adalah dengan
semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi maka kejahatan money
laundering semakin meningkat pula dalam aspek keuangan yang berada dalam
4ruang lingkup internasional. Pelaku tindak kejahatan sekarang mempunyai
banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka mengingatkan uang
hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’.
Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan
bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga
keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku money
laundering untuk memanfaatkan jariangan layanan tersebut yang berdampak
hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan
internasional.
Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas juridiksi yang
menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam
mekanisme keuangan dimana uang dapat ‘bergerak’ melalui bank, money
transmitters, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga
menjadi clean-laundered money.
Kejahatan money laundering tidak hanya merupakan permasalahan di
bidanga penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan
nasional dan internasional suatu negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi
perhatian internasional yang antara lain dilakukan dengan melakukan kerjasam
bilateral maupun multilateral.1
Sekarang ini perkembangan kejahatan telah terjadi pergeseran pada
dimensi keserakahan, hal ini berarti subjek tindak pidanapun telah terjadi
1Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, Bandung,
2007, hlm. 3.
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sehingga melahirkan kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan
penipuan dan lain-lain, bergeser ke arah kejahatan yang berorinetasi pada
dimensi keserakahan yang dilakukan oleh orang terhormat yang memiliki
tingkat intelektual yang tinggi atau yang dikenal dengan white collat crime.
II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan melalui Sarana Penal
Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa ada dua masalah sentral
dalarn kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal/hukum pidana,
yaitu :
1) masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak
pidana.
2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Kedua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi
integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan
pembangunan nasional. Artinya, pemecahan kedua masalah tersebut harus pula
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk
menangani masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan
yang berorientasi pada kebijakan. Sudah barang tentu pendekatan kebijakan
yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada
pembangunan hukum pada umumnya.2
Atas dasar hat itu, terhadap pelaku kejahatan kiranya perlu
dipertimbangkan pendekatan-pendekatan lain yang lebih ditujukan kepada
pertimbangan individu. Perilaku tidak harus diasumsikan sebagai bentuk
perilaku penympangan yang semata-mata didorong oleh tindakan iseng atau
2Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
hlm. 32-33.
9sensasional, namun harus dilihat sebagai dampak dari ketidaksesuaian
lingkungan terhadap kondisi sosial. Dengan memperhatikan faktor latar
belakang yang mendorong pelaku melakukan kejahatan, maka kebijakan
pertimbangan bentuk dan penerapan sanksi yang lebih tepat dan sesuai bagi
pelaku yang ingin diatasi dengan pemidanaan yang berupa pengimbalan,
pembinaan serta penyelesaian konflik.
B. Kebijakan melalui sarana Non-Penal
Dalam kaitannya dengan upaya   nonpenal dalam menanggulangi
masalah kejahatan, yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kesehatan
jiwa masyarakat (Social Hygiene), baik secara individu maupun masyarakat
lugs pada umumnya. Menurut Hoefnagels, hall tersebut termasuk penggarapan
masalah “mental health” , “National mental health” dan “child welfare” yang
merupakan salah satu jalur “prevention   without   punishment” . Menurut
Sudarto, alur tersebut meliputi kegiatan-kegiatan Karang Taruna, kegiatan
Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan
agama, yang merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan
menanggulangi perilaku menyimpang.3
Dalam perkembangan masyarakat modern, upaya-upaya  non penal
dalam menanggulangi masalah kejahatan telah menjadi bahan pertimbangan
dalam melakukan kebijakan yang lebih efisien, karma diakui sebagai usaha
3Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 43-44.
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yang dapat mengeluarkan biaya (cost) relatif lebih ringan, namun dapat
menjanjikan hasil yang optimal. Dalam perkembangannya, kebijakan kriminal
berkembang ke arah tindakan-tindakan pro aktif yang ternyata lebih murah
dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan.
Tanggungjawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga
dan individu-individu di luar sistem peradilan pidana. Keterlibatan masyarakat
dalam mencegah kejahatan dapat berupa informal tribunal yang dapat
menyelesaikan kasus-kasus kriminal di sekolah, tempat-ternpat kerja, atau
lingkungan rukun tetangga yang  dilakukan oleh anggota masyarakat biasa.
Upaya non penal memfokuskan pada campur tangan sosial, ekonomi dan
berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan
sebelum terjadi. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat tampak dari upaya
pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan
situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana
kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan
keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku (offender-
centred crime prevention) dan yang berorientasi pada korban (victim-centred
crime prevention).4
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui
4Muladi, Aspek Internasional Kebijikan Kriminal Non Penal, Makalah dalam Seminar
Nasional Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum, Undip,
Semarang, 1996.
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Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
Indonesia merupakan salah satu target dari para pelaku tindak pidana
pencucian uang, hat ini disebabkan ketatnya ketentuan mengenai kerahasiaan
bank dan banyaknya peluang  bisnis yang  memerlukan investasi dari luar
negeri, sehingga para pelaku memanfaatkan celah tersebut sebagai peluang
bisnis.
Aspek yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana
pencucian uang yaitu berkaitan dengan kerjasama di antara negara-negara
untuk  menyepakati  tentang bantuan timbal  balik antara negara. Pengaturan
demikian menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menerima dan memberikan
bantuan hukum yang saling menguntungkan. Kerjasama baik bilateral maupun
multilateral dalam hal ini dapat dilaksanakan atas dasar suatu perjanjian
intemasional yang menganut prinsip resiprokal. Sehingga suatu bantuan dapat
diminta atau diberi jika negara, yang  bersangkutan telah masuk menjadi
anggota perjanjian tersebut.
D. Peranan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini sekaligus
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bukti nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat
internasional bekerjasama menangkal setiap bentuk tindak pidana pencucian
uang. Undang-undang ini tidak saja telah menyatakan bahwa perbuatan
pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, tetapi juga telah melahirkan
suatu lembaga baru dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana
yaitu Pusat Pelaporan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimama
telah dibahas dalam bagian sebelumnya, dalam praktek internasional di bidang
pencucian uang lembaga sejenis dengan PPATK ini disebut dengan nama
Financial Intelligence Unit (FIU).
Sesuai dengan amanat Undang-Undang  Tindak Pidana Pencucian
Uang (baik Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), PPATK dapat melakukan
kerjasama dalam dan luar negeri. Pembangunan rezim anti pencucian uang
juga ditandai dengan mempererat kerjasama dengan instansi pemerintah terkait
dan memperluas kerjasama internasional khususnya dengan sesama FIU.
Secara formal hal ini ditandai dengan ditandatangamnya MOU (Memorandum
of Understanding atau nota kesepahaman) dengan instansi dalam negeri dan
FIU negara lain.
Lebih konkrit, PPATK telah melakukan kerjasama yang dituangkan
dalam bentuk nota kesepahaman dengan FIU negara lain misalnya dengan FIU
Italia (Ufficio Italian dei Cambi-UIC), FIU Belgia (CTIF-CFI), FIU
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Polandia(General Inspector of Financial  Institution), FIU Spanyol
(SEPBLAC), FIU Peru, FIU Thailand (Anti Money Laundering Office), FIU
Malaysia (Unit Perisikan Kewangan), FIU Korea Selatan (Korean Financial
Intelligence Unit), FIU Australia (Australian Financial Reports & Analysis
Centre), FIU Filipina (Anti Money Laundering Council), FIU Rumania
(National Office for Prevention and Control Money Laundering), FIU
Hongkong dan FIU China.
Di dalam negeri, PPATK juga sudah menandatangani nota
kesepahaman, antara lain dengan institusi penegak hukum seperti Jaksa Agung,
Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri
Kehutanan dan Dirjen Bea dan Cukai. Banyaknya tindak pidana asal (predicate
crimes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana, telah diubah dengan
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai upaya untuk
memberantasnya maka selanjutnya PPATK berkewajiban menyerahkan hasil
analisis transaksi keuangan yang  dilakukannya kepada penyidik, sehingga
dalam hal hasil analisis menunjukkan adanya indikasi tindak pidana asal, maka
PPATK menyerahkan kepada penyidik tindak pidana yang bersangkutan.
Dengan demikian, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa PPATK juga bertugas
untuk melakukan analisis untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana asal.
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III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kebijakan legislasi dalam penanggulangan tindak pidana pencucian
uang diterapkan dan dimulai dengan melakukan kriminalisasi tindak pidana
pencucian uang dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang. Undang-undang tersebut mengamanatkan  untuk membentuk Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga,
independen yang diharapkan bergerak di bidang intelijen keuangan yang
handal dan terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu
menyediakan informasi intelijen di bidang keuangan yang berkualitas dan
bermanfaat bagi penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak
pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme serta mendukung
terciptanya sistem keuangan yang stabil dan dapat dipercaya.
Keberadaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana
telah diubah oleh Undang-Undang  No. 25 Tahun 2003 tentang  Tindak
Pidana Pencucian Uang dewasa ini dinilai sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman dan masyarakat (baik masyarakat Indonesia maupun
bagi masyarakat internasional) sehingga dicabut dan digantikan dengan
Undang-Undang  No. 8 Tahun 2010  Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai mampu menutupi celah-celah (loop
hole) yang ada pada perangkat hukum sebelumnya. Namun demikian, tidak
dapat dipungkiri masih terdapat beberapa  kelemahan legislasi dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelemahan yang dimaksud
diantaranya: inkonsistensi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang,
tindak pidana asal yang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu yang dapat
melanggar HAM dan asas praduga tidak bersalah, pemberlakukan sistem
pembuktian terbalik  secara tidak  murni,  penyitaan  harta kekayaan  tanpa
putusan yang berkekuatan hukum tetap, kerancuan pada makna pemeriksaan
secara in absentia, perumusan sistem pemidanaan yang mengalami
kemunduran dan potensi pelanggaran hukum oleh PPATK di satu sisi dan
lemahnya kewenangan yang diberikan kepada PPATK di sisi lainnya.
Oleh karenanya, kelemahan-kelemahan kebijakan legislasi yang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah tentu akan sangat
berpengaruh terhadap aplikasi dan eksekusi dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penulis
berkesimpulan demikian karena hal ini dapat dibuktikan dengan data yang
menunjukan bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM),
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Pembawaan Uang
Tunai (LPUT), Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dan Laporan
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Penundaan Transaksi (LPT) yang diterima oleh PPATK dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 terns mengalami peningkatan, akan tetapi kasus
tindak  pidana pencucian uang yang sampai  di persidangan dan  diputus,
masih sangat sedikit.
B. Saran
1. Perlu penyempurnaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya
berkaitan dengan  kebijakan legislasi terkait beberapa hal yaitu:
inkonsistensi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, tindak
pidana asal yang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu yang dapat
melanggar HAM dan asas praduga tidak bersalah, pemberlakukan sistem
pembuktian terbalik secara tidak murni, penyitaan harta kekayaan tanpa
putusan yang berkekuatan hukum tetap, kerancuan pada makna
pemeriksaan secara in absentia, perumusan sistem pemidanaan yang
mengalami kemunduran dan potensi pelanggaran hukum oleh PPATK.
2. Penyempurnaan PPATK dengan memberi kewenangan-kewenangan
khusus sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang;
Dalam kasus tindak pidana khusus, yang merupakan kejahatan asal dari
tindak pidana pencucian uang, dalam penuntutan diterapkan dakwaan
kumulatif, pertama dakwaan kasus tindak pidana khusus kejahatan asal dan
kedua dakwaan tindak pidana pencucian uang.
3.   Tindak Pidana Pencucian Uang modus operandinya lebih rumit dan sulit
dari pada kejahatan lainnya, untuk ltu, para Hakim perlu diberikan
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pendidikan dan pendalaman khusus oleh Diklat Teknis Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
4. Perlunya strategi penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara
terpadu dan berkesinambungan antara kebijakan penal dan kebijakan non
penal serta mengikutsertakan peranan masyarakat;
5. Peran PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pecucian uang belum
optimal, sehingga perlu diperbaharui dengan memanfaatkan studi dan
lembaga sejenis dengan PPATK diluar negeri.
6. Kesiapan aparatur penegak hukum dan budaya masyarakat yang anti
pencucian uang juga perlu dimaksimalkan, mengingat kedua hal ini
merupakan kunci panting dalam penegakan hukum dan perlu dilakukan
pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan administratif.
7. Perlu dilakukan penyernpurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian
uang di Indonesia dan kriminalisasi perbuatan lain yang terkait dengan
Pencucian Uang.
8. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan.
9. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan
PPATK.
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik
dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan pemberian kewenangan kepada
pihak pelapor untuk menunda Transaksi.
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